
 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR      2   TAHUN 2013 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

 

Menimbang     :  a.  bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sekaligus wujud kepedulian 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan 

akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan di muka hukum; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang                                     
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat 
mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Cuma-
Cuma. 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 

4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4347); 

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

 

 



 

7. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 694); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2012 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

dan 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

3. Bantuan Hukum Cuma-Cuma selanjutnya disebut Bantuan hukum adalah 

jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan hukum dengan tidak 

mengeluarkan biaya apapun kepada Penerima Bantuan Hukum. 

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur . 

5. Penerima Bantuan Hukum adalah Orang atau kelompok orang miskin. 

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan                 

Peraturan Daerah ini. 

7. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan 

Hukum yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

 

 

 



8. Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh Organisasi 

provesi advokat yang berlaku bagi advokat. 

9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

10. Litigasi adalah Penyelesaian perkara melalui pengadilan. 

11. Non Litigasi adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. 

Pasal 2 

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. Keadilan; 
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum; 
c. Keterbukaan; 
d. Efisiensi; 
e. Efektivitas; dan 
f. Akuntabilitas. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan. 

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum. 

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan 

secara merata di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang 

menghadapi masalah hukum. 

(2) Bantuan Hukum sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun 

nonlitigasi. 

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima 

Bantuan Hukum. 

Pasal 5 

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) 

meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi 

hak dasar secara layak dan mandiri. 

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, 

sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

Pasal 6 

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan 

permasalahan hukum baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi yang 

dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 

 

 

 


